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PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II,

TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN III, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN I DAN GOLONGAN II SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II,

DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER

KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara

tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III,

Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II
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dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer

Kategori 1 dan/atau Kategori 2;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5948);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5858);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang

Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan

III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori I

dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1106);

7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1220);
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8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1221);

9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1222);

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1223);

11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

2065);

12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I

dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 2066);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

341);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II,

TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON

PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN DASAR

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN

GOLONGAN II, SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I,

GOLONGAN II DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT

DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU

KATEGORI 2.

Pasal 1

Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV,

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III,

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan

Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon

Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau

Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1

dan/atau Kategori 2 yang selanjutnya disebut Rincian Biaya

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

digunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat

II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I,

Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga

Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.
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Pasal 3

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan

Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III dan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan

Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Lembaga Administrasi Negara, yang telah berubah

nomenklaturnya sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan III dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan I dan Golongan II.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku,

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2

Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II,

Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan III Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Golongan I dan II Serta Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau

Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Prajabatan Calon

Pegawai Negeri Sipil Golongan III serta Prajabatan Calon

Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Prajabatan Calon

Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dari Tenaga Honorer
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Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 813) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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